Uni versitas Indonesia Library >> U - Tesis Menbership

Kedudukan Hukum Harta Pailit Debitor dalam Terjadinya Sita Pidana
terhadap Kepailitan oleh Pengadilan (Studi Putusan No.37/Pdt-Sus-
PKPU/2017/PN Niaga Jkt.Pst Jo. Putusan No. _
424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk) = Legal Position of Debtor Bankruptcy in
The Occurrence of Criminal Confiscation of Bankruptcy by The Court
Study of Decision No.37/Pdt-Sus-PKPU/2017/PN Niaga Jkt.Pst Jo.
ecision N0.424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk).

Meilinda Theresia, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail 2 d=205008618& | okasi=lokal

Koperasi Pandawa Mandiri Group berdasarkan Putusan Nomor 37/Pdt-Sus-PKPU/2017/PN Niaga Jkt.Pst
dinyatakan Pailit. Kemudian, dalam Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk Salman Nuryanto selaku
pemilik Koperasi Pandawa jugadivonis oleh Mg elis Hakim telah melakukan tindak Pidanadan Majelis
Hakim juga memutuskan bahwa seluruh barang bukti yang disita oleh penyidik yang merupakan bagian
<em>boedel</em> pailit, disita dan dirampas untuk negara. Sebagai bagian dari penelitian yuridis normatif,
penulisan ini membahas mengenai kedudukan hukum harta pailit debitor dalam hal terjadinya sita pidana
terhadap kepailitan oleh pengadilan. Dirampasnya benda yang merupakan bagian dari <em>boedel
</em>pailit yang akan digunakan untuk melakukan pelunasan piutang para kreditor menimbulkan
pertentangan. Dapat disimpulkan bahwa dalam kasus ini, para kreditor tidak dijamin haknya untuk
mendapatkan pelunasan atas piutangnya sementara para kreditor merupakan pihak yang paling berhak untuk
mendapatkan pelunasan piutang dari kekayaan yang dimiliki oleh debitor. Seharusnya, perlu
dipertimbangkan hak-hak yang dimiliki oleh pihak lain terhadap suatu benda hasil kejahatan sebelum
memutuskan melakukan sita dan merampas untuk negara atas harta pailit atau benda-benda hasil kejahatan
tersebut.
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Koperasi Pandawa Mandiri Group based on Decision Number 37/Pdt-Sus-PKPU/2017/PN Niaga Jkt.Pst was
declared bankrupt. Then, in Decision Number 424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk Salman Nuryanto as the owner of
the Koperasi Pandawa was aso sentenced by the Panel of Judges for committing a Crimina Act and the
Panel of Judges also decided that al evidence seized by investigators who were part of the bankruptcy
proceedings, confiscated and confiscated for the country. As part of normative juridical research, this paper
discusses the legal position of the debtor's bankrupt assets in the event of a seizure of bankruptcy by the
court. The seizure of objects that are part of the bankruptcy loan that will be used to settle creditors' debts
has caused conflict. It can be concluded that in this case, the creditors are not guaranteed the right to get the
repayment of their receivables while the creditors are the party most entitled to get the payment of debts
from the wealth owned by the debtor. Supposedly, it is necessary to consider the rights possessed by other
parties to an object resulting from a crime before deciding to seize and confiscate for the state the bankrupt
assets or objects resulting from the crime.


https://lib.ui.ac.id/detail?id=20500861&lokasi=lokal

